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BUPATI SAROLAI{GUN

PERATT'RAN BUPATI SAROI.AIEGUI{
I{OMOR 2OTAIIUil 2(}11

TEITTAI{G

PEI}OMAIT PEITI1'SUITAIT AIIGGARAI{ PEIIDAPATAN DAIT BELJTIIJA

DAEBAII I{ABI}PATEIT SAROLAITGIIil TAIIIff ANGGARAIT 2AL2

DEI{GAIT RAIIMAT TT'HAIT YAI{G TIAIIA ESA

Menimhang :

Mengingat

BUPATI SAROI,AIIGIIIT'

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 22 Tahun zafi tentang Pedoman
penyusunin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran-datZ, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang plEoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten sarolangun Tahun Anggaran
20L2;

1. UndanSundang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten sarolangufl, Kabupaten Tebo,

KabupatenMuaroJambidanKabupatenTanjung
Jabr:ng Tirnur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun lggg Nomor L82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimala tetrah

aiuurr dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2ooo
tentang peruuahan Atas undanSundang Nomor 54
TahunLgggtentangPembentukanKa-bupaten
sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi
dan Kabupateo Tanjung Jabung Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 81,

tamtarran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3e6e);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pdak
Bumi dan Bangunan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 Tahun
tgg4 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
L2 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun L994
I\io*ot 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);



3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1'997 tentang Bea

Perolehan Hak"Atas Tanah dan Bangunan (I-'embaran

Negara Republik Ind'onesia Tahun L997 Nomor 44'

Tambahanl.embaranNegaraRepubliklndonesiaNomor
36S8); sebagaimana aiuUatr dengan Undang-Undang

Nomor 2O 
"Tahun 20oo tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 21 Tahun L997 tentang Bea
perolehan Hak-Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 13O'

tamuarran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3e881;

4. Undang:Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
PenyelJnggara Negara yang Bersih- dan Bebas dari
Korirpsi, - fotusi aan Nepotisme {kmbaran Negara

RepublikInd.onesiaTahunLgggNomorT5,Tambahan
LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor385l);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang

Keuangan Neg;a pembaral Negara Repuplik Indonesia
Tahun2OO3No*ot4T,TarttbahanLembaranNegara
Republik Indonesia Nomor a2861;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tal-un 2AO4 tentang
perbeniah uuui Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun zoo+ Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indoneiia Tah; 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nornor aaOO);

g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara

Republik Indnnesia Tahun 2OO4 Nomor 1O4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;

g. undang-Undang Nomor 32 Tahun 2oa4 tentang

Pemerintahan 
-Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor L25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437l|

sebagaimana telah kberapa kali diubah terahir dengan

Undang-UndangNomor1-2Tahun2ooStentang
Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 32

Tahun 2AO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2oo8 Nomor 59,

tamuarran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
asaal;

1O. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentalg
Perimbangrn Ke.ruogan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OA4 Nomor t26, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l1,
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1 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak

Daerah dan fretribusi Daerah ( Lem!1an Negara

n.p.rUfif. Indonesia Tahun 2OAg Nomor 13O' Tambahan

Lembaran N"g*" Republik Indonesia Nomor 5Oa9);

12. Undang-Undang Nomor L2 Tahun ZOLT tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(kmbaran tl"g,ta Republik Indonesia Tahun 2OlL

Nomor 82, fimUafran l'embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 523al';

l3.PeraturanPemerintahNomor2oTahun2ooltentang
PeraturanPemerintahNomor2oTahun200ltentang
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraarl

Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Ta1.un 1OAL hiomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor aO9O);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tatlun 2OO4 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Da93h (Lembaran

Negara nepuUtit< Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90'

TambahanlrmbaranNegaraRepubliklndonesiaNomor
44161 *.U"g"i*ana telai beberapa kafi- gYb'h terahir

dengan perlturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2oo7

tentang peruUafran Ketiga Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tatlur_ 2oa4 ientang Kedudukan Protokoler

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota AngSota Dey11
perwakilan 

-[rry"t ^naerah (Lembaran NgSara Republik

IndonesiaTahunzao7Nomor4T,TarnbahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aT LZl;

ls.PeraturanPemerintahNomor23Tahun20o5tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2005
Nomor 48, timUat an Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a5O2l;

l6.PeraturanPemerintahNomor24tahur:2oo5tentang
standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

RepubliklndonesiaTahun2oo5Nomor4g,Tambahan
LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomora503);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2oo5 tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun2oo5Nomor136,TambahanlrmbaranNegara
Republik Indonesia Nomor a57al;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 20o5 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor L37, Tambahan
LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomoraSTS]|;
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lemb-aran Negara

nepuUfit Indonesia Tahun 2005 Nomor 138' Tambahan

Lembaran nA;; Republik Indonesia Nomor 4576\

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan

Atas Perattrran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005

tentangSistemlnformasiKeuanganDaerah(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OLO Nomor 110'

TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor
s15s);

2O. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2OO5 tentang

Hibah(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun
2OO5 Nomor 139, Tam6ahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a577);

2l.PeraturanPemerintahNomor58Tahun20o5tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

nepirUtit Ind'onesia t*ft"' 2OO5 Nomor 14O' Tambahan

LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomoraSTS|;

22.Petat|lranPemerintahNomor65Tahun2oo5tentang
Pedoman PenSrusunan dan Penerapan Standar

Pelayanan lrlinlmat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 150, Tambahan

LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomora6la|;

23.PeraturanPemerintahNomorSTahun2oa6tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Nega;a Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, timuarran Lembaran Negara Republik
Ind.onesia Nomor a6lal;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2oa7 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan

DaerahKabupaten/Kota{LembaranNegaraRepublik
Indonesia Tan-un 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a7371;

2s.peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang

organisasiPerangkatDaerah(LembaranNegara
Ref,ubtk Indonesia Tahun 2OOT Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7a\;

26. Peratural Pemerintah Nomor 71 Tahun 2o1o tentang
tentang standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran

Negara- Republik Indonesia Tahun 2olo Nomor 123,
tamuahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5165);

27.Peraturan Presiden NOmor 54 Tahun 2o1o tentang
Pedoman Pengadaan Barangl Jasa Pemerintah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dae13!,
sebagalmana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l
Tahun 2ot] tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2oa6 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



2g.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22Tahrun 2o11

tentang Pedoman Pen3rusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Al2;

3O. Peraturan Daerah Kabupaten sarolangun Nomor 2
Tahun 2oo5 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daera-h {Lembaran Daerah seri E Nomor 2};

31. Peraturan Daerah Kabupaten sarolangun Nomor 1

Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 Nomor O1);

MEilUTUSKAII I

ilenetapkaa: PERATITRAIT BITPATI TEITTAIIG PEIX)MAII PEITrUSUI{AN

AITGGARAIT PEITDAPATAIT DAIT BEI"AI{JA DASRAII
KASIIPATEIT SAIIOLIUTGI'II TATII'N AITGGARAIT 2OL2.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sarolangun'

2. Pemerintah Daerah adatah Pemerintah Kabupaten Sarolangun'

3. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun'

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

perangkat 
- daerah- pada pemgrintarr -daerah meliputi Lembaga

tefrnis/ Oinas/ Sekretariat Daerahl Sekretariat DPRD / Kecamatan/ Satuan

Polisi Pamong Prala / Kelurahan'
5. Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selaljutnya disingkat

APE-D, adatah drr.rtt. keuangan ta6unan pemerintahan daerah yang

dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan

ditetapkan dengan peraturan daerah'

6. Pedoman Pen5rusunan APBD adalah pokok-pokok kebijakan yang harus

diperhatikan dan dipedomani oleh pemerintah daerah dalam penyusunan

dan penetapan APBD.

Pasal 2

Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Saritangun Tahun Anggaran 2A12, berpdoman pada:

a. Draf Raperda Rencana Pembangunan Jang!<a Menengah Daerah {RPJMD}

Kabupaien Sarolangun Tahun 201 I -2O L6;

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Taha:U{fl 2O1L tentang Pedoman

Pen5rusunan Anggaran Pendipatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

20L2.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelakrynaan pellrusunan Anggaran

Pendapatan aan eitanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran

2OLZ ait tu.pt t, dengan Keputusan Bupati'
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Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berratm pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, demerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam gerita oaeiatr
Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tangal ff {vqrialr 20 1 1

IT. CEK EHDRA

Diundangkan di SaroLangun
pada tanggal T !WWW* ZALL

SEI(R TARIS DAERAII
KASI'PA?Er SAROLIIITGT'r,

mP.1

BERTTA DAERAIT KABI'PATEH SAROLITSGIIT TAIIITtr 2(,11 trOlIOR 2O

Mude


